
 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan  

        Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang partisipasi masyarakat 

dalam perumusan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM-Desa) di 

Desa Tubu tahun 2020-2025 dikatakan sudah terlaksana dengan baik, karena 

pemerintah desa dan masyarakat bekerja sama dalam merumuskan RPJM-Desa. 

hal ini dapat diketahui dalam tahapan perumusan RPJM-Desa diantaranya 

Perencanaan, Pelaksanaan, dan Penetapan 

1. Partisipasi masyarakat dalam Perencanaan, perumusan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) sudah cukup baik karena adanya kerja 

sama, kesepakatan bersama antara pemerintah desa dan masyarakat di Desa 

Tubu. Kegiatan yang menjadi sasaran utama masyarakat adalah : 

penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan infrastruktur 

dan lingkungan desa, pembangunan pemanfaatan dan pemeliharaan sarana 

dan prasarana pendidikan dan kebudayaan, pengembangan usaha ekonomi 

produktif, pelestarian lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat dan 

penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak. Dalam pelaksanaan 

program RPJM-Desa tahun 2020-2025 Desa Tubu Kecamatan Bikomi Nilulat 

Kabupaten Timor Tengah Utara, bahwa dalam hal pengetahuan masyarakat 

untuk saling gotong royong melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan 



 
 

keadaan lapangan, sehingga perencanaan program dapat diberikan tepat 

sasaran. 

2. Partisipasi masyarakat dalam Pelaksanaan, dalam implementasi peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman 

pembangunan desa Pasal 25 ayat 3 juga mengatur secara jelas dalam 

menyelenggarakan perumusan RPJM-Desa, unsur masyarakat yang dilibatkan 

meliputi ; tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, 

kelompok tani, kelompok perempuan, dan pelindung anak. Dalam 

pelaksanaannya di desa Tubu sudah terlaksana dengan baik karena adanya 

partisipasi masyarakat dalam proses perumusan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) yakni dari berbagai unsur masyarakat.  

Bentuk kegiatan pelaksanaan perumusan RPJM-Desa tahun 2020-2025. 

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program harus mendukung 

kesadaran dalam menjaga keamanan pelaksanaan program tergolong sangat 

tinggi. Masyarakat desa Tubu berperan aktif dalam pelaksanaan perumusan 

RPJM-Desa tahun 2020-2025. Masyarakat melakukan supervisi secara aktif 

melalui penyaluran aspirasi lewat rapat musyawarah bersama antara 

pemerintah desa. 

3.  Partisipasi masyarakat dalam penetapan Dari hasil wawancara dan 

pengamatan serta pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa penetapan 

yang dimaksud adalah kegiatan untuk mengetahui hasil pelaksanaan, 

kesalahan, kegagalan, untuk memperbaiki kemudian mencegah sehingga 



 
 

pelaksanaannya tidak berbeda dengan rencana yang telah ditetapkan. 

Penetapan yang dilakakukan oleh masyarakat dan pemerintah desa Tubu 

sudah sesuai dengan apa yang telah ditentukan.  

5.2. Saran  

 Dari hasil penelitian dapat diberikan saran sebagai berikut : 

1. Perlu ditingkatkan partisipasi pemerintah desa dalam melaksanakan 

perencanaan secara baik sehingga potensi yang ada di Desa yag berkaitan 

dengan Rencana Pembangunan Jangka (RPM-Desa) dapat mendukung proses 

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan 

masyarakat. 

2. Dalam rangka pembuatan program-program yang termuat dalam RPJM-Desa, 

maka pemerintah desa harus bekerjasama secara baik sebagai mitra kerjanya 

dengan unsur pemerintahan desa lainnya yaitu badan permusyawaratan desa 

(BPD) sehingga ada hubungan transparansi dalam melaksanakan 

pembangunan sesuai dengan prioritas pembangu nan bersama terutama 

masyarakat. 
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